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PARTISIPASI MASYARAKAT DALA]II PE}IBANGUNA"\

Dr. Saifuddin, NIAr & T. Alfiady S. Sos., NISP2

{BSTRAK

Dewasa ini partisipasi menjadi kata kunci dalam bahasa sehari-hari ntasyarakat
pembangunan, mulai daripada para petugas lapangan di desa-tlesa terpencil sampai para
pejabat di pusat-pusat pemerintahan selalu menyebut mutlaknva pariisipasi masvaiakat
dalam setiqp gerak dan langkah pentbangunan- Selatna dua'periode Susilo Bambang
Yudhoyotto metiadi Presiden Repttblik Indonesia Program Nasional pemberdayain
Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaon atott perkotaan ttidnh tidok asing di telinga kito.
Implimentasi program tersebut iLtga ntengeclepakan betapa pentirtgnya partisipasi
masyarakat dalam perubangr.utan. Pada dasann,a partisipasipati/' ierarti-iiut ,"rtr. Secara
k-onseptual partisipasi sebagai alat untuk nteningkatkin ilsiirrst pt-o1,ek pentbungunan.
Pendekatan partisipatif sebenanrya nntncnl sebagai upaya ntengatasi kelentahan-
kelemahan dari pendekatan sentralistik. Oleh karena itu partsisipa;i dari ntasyarakat
dalam pelaksanaan sebuah progrom pembctngunan nuttlok diperlt*an, kctrena
masyarakatlah yang pado akhirnva akan nrclaksanakan progran? p",ribo,rgr,,ran tersebnt
s erta bertanggungj awab meles tarikan p emban gtman t ers ebut.

Kata Kunci: Partisipatif, Kemiskinan dan pembangunan

I. PENDAHULUAN

Persoalan parlisipasi umumnya sering diabaikan karena menurut para teoritisi
maupun praktisi pembangunan konvensional yang dihadapi oleh negara-negara miskin pada

dasarnya adalah technologt gap atau resourse gap, sehingga hal yang paling penting

dalam pembangunan adalah bagaimana mendatangkan keduanya dari tempat lain.

Partisipasi masyarakat dimanifestasikan ke dalam bentuk ikut serta menerapkan teknologi
yang diperkenalkan, bayar pajak investasi modal dan sebaginya. Padahal jika dicermati

persoalan krusial yang dihadapi oleh negara dunia ketiga adalah adanya organization

gap. Hubungan yang terjadi antara negara dengan masyarakat adalah hubungan yang

bersifat satu arah dan bukan hubungan yang bersifat kerja sama dan saling mendukung.

Dalam kontek inilah maka pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sangat

penting untuk dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah program pembangunan mutlak diperlukan

karena masyarakatlah yang pada akhir akan melaksanakan program pembangunan tersebut

dan menikmati hasil pembangunan. Adanya penglibatan masyarakat memungkinkan

tDgset Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe,
Aceh, email: saifuddin_my@yahoo.com

'Doren Ihu aaministrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Malikussaleh,
Lhokseumawe, Aceh.



mercka memiliki rasa tan,q-stu1g jau,ab terhadap keberlanjutan program pembangunan.

Dengatr pendekatan partisipatif diharapkan pafiislpasi. potensi dan kreatifitas masyarakat

dapat lebih tergali.

Oleh karena itu pendekatan paftisipatif diharapkan berkembangnya kreatifitas

yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial anggota komunitas

sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses maka keterampilan

menganalisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka. Mengingat pentingnya

parlisipasi masyarakat dalam pembangunan maka menjadi mutlak segala hal yang

berkaitan dengan pengambilan kebrjakan ekonomi hendaklah melibatkan masyarakat.

Pendckatan parlisipatif sebenarnya muncul scbagai upaya mengatasi kelcmahan-

kelemahan dari pendekatan sentralistik. Pendekatan parlisipatif menghendaki adanya

scbuah pendekatan yang berbasis pada masyarakat bawah, pengakuan atas

keanekaragaman lokal dan mengutamakan proscs belajar.

Adanya partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan a-sar

jangan sampai proses pembaugunau yang dilakukan ataupun masuklya investor dari luar

justru merninggirkan ekonomi masyarakat lokal. Maka dalam hal ini regulasi dari

pemerintah sangat diperltrkan supaya dapat memberikan keberpihakan dan perlindungan

pada masyarakat lokal. Tcnnasuk dalam konteks ini adalah kearifan lokal, tradisi lokal,

potensi lokal yang sebenamya dapat dijadikan scbagai rnodal sosial dalam pemban_eunan.

2. PARTISIPATIF, KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN.

Partisipasi pada dasarnya mencakup dua hal yaitu intemal dan ekstemal. Partisipasi

secara internal berarli adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Hal ini menyebabkan

komunitas terfragmentasi dalam pelebelan pada identitas diri mereka. Sedangkan

patisipasi dalam arli ekstemal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan

komunitas luar. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa parlisipasi merupakan

manifestasi tanggung jawab sosial dari individr-r terhadap komunitasnya sendiri mallpun

dengan komunitas luar. Dalarn hal partsispasi ini masyarakat hendaknya perlu dilibatkan

dalam setiap proscs pembangunan, mulai ketika identifikasi permasalahan, proscs

perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi dan monitoring (Ericson,1974).

Selama ini ada kesan bahwa seorang dikatakan sudah berpartisipasi ketika dia

sudah terlibat secara fisik, seperli ikut kerja bakti, ikut menghadiri penyuluhan. Pada hal

esensi yang terkandung dalam makna partisipasi sebenarnya adalah tidak sesempit itu.

Inisiatif atau sumbangan saran dari warga masyarakat s ebenarnya dapat dikatakan



irl
partislpasi' Hal ini yang kemudian konscp panisipasi hanya sckedar dimaknai sebagai
keterlibatan dalam memberikan partisipasi secara materi.

warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan
dalam iumlah besar berarti dia telah berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan
jalannya pembangunan. Jika parlisipasi kita ar-tikan demikian maka kita telah menafikan
partisipasi dalam bentuk non materi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin
atau kelas bawah- oleh karena itu kita sering melihat akhir-akhir ini proses
pembanguuan yallg dilakukan ceudemng meugrurtungkan masyarakat lapisap atas,
sementara kepentingart masyarakat rniskin terabaikan. Hal ini terjadi karena selama ini
ada kesalahpahaman kita dararn memaknai konsep partisipasi.

Pada hakikatnya partisipasi adalah bentuk peningkatan posisi taryar menawar
harga, sehingga daya tawamya rnenjadi seimban-e dengan pemerintah dan pihak pemilik
modal' Parlisipasi nlasyarakat juga dirnaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas
kebijakan yang diambil oleh pemerintah. sehi,gga yang terjadi adalah keseimbang
atltara sumberdaya lokal' kekuatan politik pemerintah dan sumber daya capital dari
investor luar (Suparjan, 2003 ).

Sementara kemiskinan didefinisikan oleh Oscar Lewis dalam Antjok (1995) adalah
penderitaan ekonomi dalarn enam bentuk, yaitu: (1) sistem ekonomi uang, bumh upahan
dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) Pengangguran dan pengangguran renaga skil (3)
upah buruh reudah (4) tidat berhasiinya golongan berpenghasilan renclah dalam
meningkatkan status sosial (5) system keluarga bilateral dan (6) masih kuatlya perangkat
nilai-nilai kelas dalam masyarakat miskin.

Penyebab kemisikinan menurut Selo Sumarjan (1977) adalah kemiskinan
individual, yaitu seorang miskain karena tidak memiliki modal financial, berupa modal
ketrampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk maju serta tidak serta
mendapat kesempatan pendidikan. Kemiskinan struktural yaitu miskin yang tercipta dari
system pengeloaan sumberdaya yang tidak tepat. Kemiskinan budaya tidak memiliki
dorongan sosial r-rntuk mcnggali sumber daya yang melimpah.

Ada tiga stratcgi untuk mengentaskan kemiskinan menurut Starhm (1999) yaitu;
pertumbuhan melalui integrasi ke dalam perekonomian pasar bebas (2) tatanan
perekonomian baru dan (3) pembangunan mandiri dengan melihat kekurangan lantai-
lantai kemiskinan. Sedangkan Antjok (1995) merumuskan empat strategi pengentasan
kemiskinan, yaitu; (1) kebijakan yang menguntungkan masyarakat miskin, terutama harga
produk pertanian yang memadai sefia peluang kerja, (2) investasi pelayanan dalam bidang
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infrastruktur fisik dan sosial' (3) penyedian teknologi bagi si miskin' (4) peran

kelerr-rbagaanyallget-ektii-.sepertiNGodankonsttltanyangmemberipelayalrantlntuk

mer-ringkatkan produktititas kerja dan kualitas hidup'

Upayapenanggulangankemiskinanyangpalingstrategisdalameraotonomidaerah

dapatdirumuskandalamsatukalimatyaitu..berikanpeluangkepadakeluargamiskindan

komunitasnyauntukmengatasimasalahmerekaSecaramandiri,,.Parapembuatkebijakan

tidak melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partisipasi penduduk miskin'

Disampilrgitudibutuhkatrpendampirrgarryangmembantumendorongrumbuhnyapartisipasi

masyarakat miskirr dalam proses pembangunarr di lingkungallnya, dan petrguatatr kemampuan

kerembagaan pendr,rduk rniskin dengan pelatihan daram satuan kerompok-kerompok penduduk

miskin bentukan mereka'

SedangkanpembangunanseringdiartikansebagaikegiatanuntukmerubahSuatu

kondisikepadakondisilebihbaikyangmenyangkutsikap,polapikirdankehidupan

sosiaiekotromiStlatumasyarakat.IamentpakatrSllatuprosesyangmenujukearah

pertunrbuhandan,econonticpt.og.ess'yangdapatmengubahkeadaanatausittlasi

sesuatu karvasan atall masyarakat' contollnya kemunculan kota-kota baru' peruurahan siap

huni.perindustrian'gedungpencakarlangitdanjemabatan-jembatanbesar'

Maimunah(1986)mengatakanpembangunanadalahSuatuprosespcrubahanyang

berlakuSecaratentsmenen]Sdanmenyeluruh,rneliputitigaunsurpcfiama.yaitu

pembangunan ekonomi, sosial dan kemanusiaau' Pembangunall sosial pula menlberi peluattg

unttlk merryediakan kemudahan sosial dan pelayanatr seperti pendidikarl, kesehatan

perumahandankebijakanyangmanakemajuannyatidakdapatdiukurdengan..,u]

Sedangkanpembangunanmanusiaadalahhasilgabungandaripadapenggabunganekonom

dansosial.PembangunanmanusiaterlaksanaSecaraindividuataukelompokmelall

kesadaran mereka terhadap cara mana menggunakan manusia itu sebagai satu sumbt

yangberpotensitirrggidarrmengambilbagianaktifdalammembentukmasyarakatyan

sejahtera.Jadipembangrnanadalahmerangkunripembangunanmanttsiadz

pembangunan persekitaran fi sikal masyarakat tersebut'

Todaro(2000)dalamDaniSaleh(2003)berpendapatpembangunanadali

melibatkanprosespenyrsunandanmengorientasikansemulasistemekonomidansosil

Iniberartibahwapembangunanbukansajamelibatkanpertambahankepadapendapat

danpengeluarantetapijugamempertimbangkanperubahaninstitusisosial,sttuk.

pentadbiran, pendapatan ttmum' adat istiadat dan kepercayaan'



Dari perspektif Islam tlrmpLlan penting dari usaha pembangunan dan pergerakan

utama kepada proses pembangunan adalah manusia. Setiap proses pembangunan hams

bermula dengan moral, sprinral, fisik dan perkembangan mental manusia yang akan menjadi

agen kepada fisiknya sendiri dan lingkungan sosial ekonomi. Manusia adalah agen perubahan

yang aktif dan bertanggung jawab menentukan kejayaan atau kegagalan hidupnya baik

di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam proses pembangunan adalah multidimensi. Islam

menekankan bahwa ruang operasi pembangunan adalah berkaitan dengan manusia, sifat-

sifat tnattusia, insentif dan keinginan, sumber-sumber fisik, modal, kemahiran dan

pendidikan.

Jadi dari perspektif Islam jika salah satu konsep pembangunan itu tidak betul,

maka semua yang menyangkut konsep itu tidak akan betul. lni adalah untuk menerangkan

jika manusia sebagai agen pembangunan tidak menanamkan semangat yang mantap dan

tidak mcngamanahkan dirinya kepada moral yang baik dan nilai-nilai etika maka tidak ada

jaminan dia akan bertanggung jawab kepada tuhannya dan kepada masyarakat dalam usaha

untuk mencapai tujuan pembangunan.

3. UNSUR POKOK DALAM PEMBANGUNA\

Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan

diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, sering kali,

kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan

seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi;

bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu

bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi 'sebagian orang tersingkir' dan sebagai

ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk

membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, I 995).

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang

mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif,

yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhimya harus

ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif

dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material;

pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitas

yang mereka miliki (Budiman, 1995).
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Pcmbangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas

dari pengamh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik dan ekonomi tidak dapat lagi

hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara rnenjadi persoalan yang

patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara

membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi

masalah internasional (Sunyoto Usman, 2003).

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan

firjuan untuk meucapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembanguna tidak

sama maktranya dengan modemisasi, jika kita mendefenisikan makna pembanguna secara

hakikat bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut rcorganisasi

dan reorientasi seistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peninekatan

suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam str-uktur

kclcmbagaan, struktur sosial administrasi. pcrubahan sikap, adat sefta kepercayaan ( Saf i,
2008 ).

Bila kita melihat objek kajian teori. Teori stmktural fungsional menjadi bahagian dari

konsep pembangunan ini terlihat dari pembangunan dalam perspektif struktural,

pembangunan bukan sebagai proses perubahan sosial yang berdiri sendiri, namun rnemiliki

komponen yang berkaitan antara komponen yang ada didalam dan diluar. Jika di runut

konteks tori perubahan sosial maka perubahan teori parson, menon dan marx dari toeri

konf'lik tnenyulut dalam teori kritis habermas dengan mzhab frankfurt. Pandangan struktural

fungsional. ( Saf i,2008 )

4. PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Kaftasasmita (1996), menycbutkan pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep

pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi,

melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai

obyek, tctapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008). Hoofsteede dalam

Khairuddin (1992:125), membagi parlisipasi menjadi tiga tingkatan : pertama, Partisipasi

inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin

desa, baik formal lnaupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek,

yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Kedua, Partisipasi

legitimasi (legitimation parlicipation) adalah parlisipasi pada tingkat pembicaraan atau

I



- - "::ill keputusan tentang proyek tersebut. ketiga, Partisipasi eksekusi (exccntion
' -- ,.:.1tion) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

'\da dua hal yang hams dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : perlu aspiratif
' -r'l']p aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap

' - - "::rhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta

'-: '::Ipuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata
: r' :emeril.ltah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya

.,. -,_:ri objek pernbangunatl.

Suparjan menyebut alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

':-;Sei berikut: Peftama, Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki

"'': iafl$-eung jawab dan hanclarbeni (sense of belonging) terhadap keberlanjutan pro_sram

I-': r'lngunan. Kedua, Dengan parrisipasi masyarakat dapat meningkatkan posisi tarvar
i :\\ ar harga sehingga daya tawamya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak
- ",rk rrlodal. Ketiga, Dengan partisipasi masyarakat mampu mengontrol kebijakan ya,g

' -''---'hil oleh pemerintah. sehingga terjadi sinergi antara sumber daya local. kekuatan poltik
.'-::.erintah dan sumber daya modal dari investor luar.

\{engingat pentingnya partisipasi dalam pembangunan, maka menjadi mutlak bahwa
:'-':lr hal yang berkaitan dcngan pcngambilan kebijakan olch pemerintah harus melibatkan
r'::\arakat. Dalam proses pembangunan, masyarakat henclaknya tidak sekedar diposisikan

-':'r39ai obyek dari pembangunan tetapi sebaliknya masyarakat hendaknya dijadikan subyek
::lam menentukan arah perkembangannya. Dengan demikian, apabila ada warga masyarakat
.':ne melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan penolakan itu dilakukan oleh
::::roritas, maka pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya, yakni dengan tetap
::: en 1 al ankan kebijakannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti
:ralnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Sumardi

']an Evers, 1982)' FAo (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi,

sr'hingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan

rembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk
nreningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan.

Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut
berhasil atau tidak- Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh
nrasyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam



pembangunan. Persamaan persepsi diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh'

bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi' Akhirnya pendekatan partisipatif

disadari rnillak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan' Menyadari

pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah terbit berbagai buku pedoman

untuk melibatkan parlisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. KESIMPULAN

Parlisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat diperlukan karena pada

akhimya masyarakatlah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut' Pemahamau

yang benar mengenai konsep partisipasi dari warga masyarakat l11atlpllll birokrat dalam

nrelibatkan masyarakat pada akhirnya menjadi entn' poitr dalam setiap proses

pembangunan. Realitas yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa konsep

partisipatif rnasih diartikan secara salah kaprah. Seakan akan mernang harus mendukung

program pernerintah secara gratis karena proglam tersebut nantinya digunakan untuk

kepentingan masYarakat.

Tujual dari peldekatal partisipatif dalam pembaugttnan adalah berkembalgrtya

kreatifitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jarvab sosial anggota

masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses maka keterampilan

menganalisis dan perencanaan rnenjadi teralihkan kepada mereka' Mengingat pentingnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka menjadi rnutlak segala hal yang

berkaitan dengan pengarnbilan kebijakan ekonomi hendaklah melibatkan masyarakat'

Pendekatan partisipatif sebenamya muncul sebagai upaya mengatasi kelemahan-

kelemahan dari pendekatan sentralistik. Pendekatan partisipatif menghendaki adanya

sebuah pendekatan yang berbasis pada masyarakat bawah, pengakuan atas

keanekaragaman lokal dan mengutamakan proses belajar'
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